BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Evaluasi Pelaksanaan

Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Kiraman, Kecamatan Alor

Selatan, Kabupaten Alor, melalui empat (4) kriteria menurut William Dunnmaka

dapat diambil kesimpulan sebagaiberikut:

a

Efekifitas pada Kampung Keluarga Berencana terdiri dari empat (4)
indicator program. Indikator yang paling efekif yaitu pada peningkatan
peserta KB dan untuk indikator yang lain masih belum efektif dalam
mencapai tujuan Kampung Keluarga Berencana di Desa Kiraman.

Efisiensi sumberdaya pada pelaksanaan Kampung Keluarga Berencana yang
terdiri dari dua (2) indikator yaitu: sumber daya manusia (staf), dan fasilitas
pendukung dalam pelaksanaan Kampung Keluarga Berencana di Desa
Kiraman masih belum berjalan, karena minimnya fasilitas dan kurangnya
tenaga professional sehingga dapat dikatakan bahwa belumefisien.
Kecukupan dalam kebijakan Kampung Keluarga Berencana pada indikator
kualitas pelayanan di Desa Kiraman masih belum dapat memenuhi
kebutuhan masyarakat. Masyarakat merasa kualitas pelayanan yang
diberikan oleh petugas belum optimal. Begitu pula pada indikator
pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat dinilai belum berhasil, hal
tersebut ditunjukkan dengan tidak berjalannya kelompok UPPKS sehingga
masyarakat tidak memiliki pekerjaan sampingan untuk meningkatkan
pendapatan.

Responsivitas masyarakat terhadap keberadaan Kampung Keluarga
Berencana di Desa Kiraman sudah cukup baik namun tidak dapat dikatakan

berhasil karena masyarakat belum merasakan dampak positif serta
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perubahan yang signifikan terutama bagi kondisi ekonomimasyarakat.
Kebijakan Kampung Keluarga Berencana juga dinilai belum mampu dalam
memecahkan permasalahan masyarakat dan memenuhi kebutuhan

masyarakat yang ada di Desa Kiraman.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat Peneliti berikan dalam Evaluasi Pelaksanaan

Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Kiraman, Kecamatan Alor

Selatan, Kabupaten Alor adalah sebagai berikut:

L

Untuk meningkatkan keberhasilan Kampung Keluarga Berencana di Desa
Kiramansebaiknya pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten Alor, dapat meningkatkan
pengawasan dan evaluasi berkala terhadap perkembangan Kampung
Keluarga Berencana di Desa Kiraman guna untuk mengetahui kendala-
kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan program-program sehingga
pemerintah dapat memberikan solusi yangtepat.

Pemerintah harus lebih memperhatikan masyarakat Kampung Keluarga
Berencana terutama dalam bidang pendidikan agar masyarakat memiliki
pengetahuan dan keahlian yang diharapkan dapat membangun kualitas SDM
masyarakat agar mempunyai daya saing dalam meningkatkan ekonomi dan
memperbaiki taraf hidupmasyarakat.

Perlunya penambahan tenaga professional serta fasilitas pendukung seperti
perbaikan jalan serta penyediaan alat-alat kesehatan, sehingga dapat
mempercepat dan memperlancar pelayanan bagi masyarakat yang
membutuhkan.

Petugas PLKB harus lebih aktif dalam memberikan sosialiasi dan pelatihan
bagi masyarakat dan lebih responsif dalam menanggapi aspirasi-aspirasi dari

masyarakat Kampung Keluarga Berencana, sehingga aspirasi masyarakat
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tidak hanya ditampung namun juga dapat di realisasikan.

Sebaiknya kegiatan seperti UPPKS dapat dijalankan dengan melihat potensi
sumber daya alam yang memadai dikarenakanpemberdayaan masyarakat
kampung Keluarga Berencana sangat diperlukan untuk meningkatkan
keahlian khusus bagi masyarakat agar dapat memiliki penghasilan
sampingan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan
memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat kampung Keluarga Berencana di
Desa Kiraman.

Diharapkan adanya peningkatan Tenaga Kesehatan serta peran aktif
pengurus KB didesa sehingga dalam pelaksanaan programnya bisa

dijalankan dengan baik.
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